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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Rencana Strategis
(Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan.
Dokumen Renstra ini ini dimaksudkan untuk pedoman Badan
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banyumas mencapai Misi dan Misi 5 (lima) tahun kedepan
serta menjadi langkah strategis dalam upaya berkontribusi dalam
pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun
2013-2018 yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Banyumas Yang
Bersih dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya
Saing Dan Berbudaya Berdasarkan Iman Dan Taqwa”.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini telah melalui
berbagai tahapan kegiatan antara lain berupa kajian evaluasi
capaian kinerja periode 2008 - 2013, analisis kekuatan kelemahan
peluang dan tantangan, kajian isu-isu strategis, kajian kebijakan
Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, ka:iian
kesesuaian tugas pokok dan fungsi BAPERMASPKB terhadap Visi, Misi
serta Program Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas




Tahun 2013 - 2018, sehingga akhirnya terwujud dokumen Renstra
BAPERMASPKB Kabupaten Banyumas 2013-2018 yang telah dilakukan
verifikasi oleh Tim Bappeda Kabupaten Banyumas.

Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada
berbagai pihak yang telah membantu proses penyusunan hingga
terwujudnya Dokumen Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Tahun 2013 -
2018 ini. Semoga dokumen Renstra ini bermanfaat dan dapat
dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan pembangunan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas. Selanjutnya kami mohon
dukungan para pihak terkait agar dapat melaksanakan Program dan
Kegiatan yang telah tersusun dalam dokumen ini dalam rangka ikut

berkontribusi mewujudkan masyarakat Banyumas yang Sejahtera.

Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banyumas
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mendukung terwujudnya tata kelola
Pemerintahan yang baik (good governance) salah satunya
diperlukan suatu perencanaan pembangunan  yang
komprehensif dan aplikatif. Berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Menteri (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah sebagai Amanat dari Undang -
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah
merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama para

pemangku kepentingan berdasarkan peranan dan kewenangan
masing- masing.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda)
Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas
sebagai konsekuensi logis diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari
penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas maka Perda tersebut
kemudian diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas
Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.



Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Deerah  (RPUMD) Kabupaten Banyumas Tahun
2013-2018, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Dacrah (SKPD)
diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat
Visi, Misi, Strategis, Kebijakan Program dan Kegiatan Pokok
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan
berpedoman RPJMD.

Berdasarkan hal tersebut penyesuaian penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) dimaksud mutlak dilakukan karena
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan
dan Keluarga Berencana (BAPERMASPKB) sebelumnya disusun
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013
schingga perlu disusun (Renstra) yang berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten
Banyumas Tahun 2013-2018 sebagai kondisi dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang harus dimiliki dalam
sistuasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah sebagai
salah satu dokumen perencanaan yang mempunyai sifat
strategis dalam rangka mengarahkan kebijakan dan program
untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis BAPERMASPKB Tahun 2013-2018
merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas berdasarkan
tugas dan fungsi BAPERMASPKB yang disusun sebagai pedoman
dan petunjuk serta penentuan arah kebijakan pembangunan
serta pencapaian tujuan BAPERMASPKB untuk kurun waktu 5
tahun kedepan, sehingga Renstra BAPERMASPKB tersebut
digunakan sebagai dasar penilaian kinerja BAPERMASPKB yang
disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Kepala BAPERMASPKB
'Kabupaten Banyumas sejak tahun 2008.



Penyusunan Renstra BAPERMASPKB dalam prosesnya
memerlukan keterlibatan seluruh elemen terkait baik dan
int,em.al maupun eksternal organisasi, keterlibatan semua pihak
dalam penyusunan rencana program dan kebijakan strategis
dengan mempertimbangkan seluruh potensi kekuatan dan
kemampuan sumber daya yang dimiliki BAPERMASPKB,
diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua

pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Keluarga Berencana (BAPERMASPKB) Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2018 berhubungan erat dengan dokumen
perencanaan lainnya. Hubungan keterkaitan tersebut adalah
sebagai berikut:

a. RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018
merupakan penjabaran Visi, Misi dan program prioritas Kepala
daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yang
penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten
Banyumas Tahun 2013 - 2018. Adapun Misi dan Program
Kepala daerah yang terkait adalah misi keenam Bupati
Banyumas yang berbunyi “Menciptakan Keterkaitan,
kesejahteraan dan keadilan pembangunan antar kawasan
perkotaan dan pedesaan”; dengan pokok-pokok program di
bidang keschatan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan

ekonomi kerakyatan serta pembangunan perdesaan.

b. Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018
 juga mcmpcrhatikan arah kebijakan dan strategi nasional Bidang
Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

yang terdapat dalam renstra kementerian pemberdayaan
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perempuan dan perlindungan anak. Adapun arah kebijakan
nasional tersebut adalah  Peningkatan Kkesetaraan gender,
‘pcrr.qurdsyaan perempuan dan perlindungan anak yang
dilakukan melalui dua fokus prioritas. Pertama, peningkatan
kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
pemberdayaan pe:;empuan melalui penerapan strategi PUG.
Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak.

Renstra Pembangunan Kependudukan dan ketahanan dan
Keluarga Berencana tahun 2010-2014

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) tidak hanya mempunyai tugas fungsi
penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja tetapi juga
mencakup bidang penyerasian kebijakan kependudukan dan
peningkatan penyediaan data informasi kependudukan.
Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting,
yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain
jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan
penduduk, serta persebaran penduduk; Kedua berkenaan dengan
kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan
angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan;
Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang
mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar
pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan; Keempat adalah
data dan informasi penduduk; serta Kelima adalah penyerasian
kebijakan kependudukan.

Renstra Provinsi Jawa Tengah

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018
juga memperhatikan renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (BAPERMADES) Propinsi Jawa Tengah, Badan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga




Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah serta Perwakilan
BKKBN Propinsi Jawa Tengah untuk menjaga sinergisitas dan
sinkronisasi program prioritas dalam peningkatan upaya
mewyjudkan kemandirian masyarakat dan desa, kesetaraan
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta
keluarga berkualitas.

Renja SKPD

Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018
merupakan pedoman dalam penyusunan rencana Kerja (renja)
tahunan SKPD.

Dengan tersusunnya Renstra Badan Pemberdayaan
Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Banyumas 2013-2018 ini diharapkan dapat memberikan
landasan kebijakan pembangunan § (lima) tahun kedepan yang
digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan

dalam rangka mewujudkan Visi Misi.

1.2 Landasan Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Keluarga
Sejahtera.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. |

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara. '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
kekerasan Dalam Rumah Tangga;




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16

17

18.

19.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kerjasama
Pemulihan Korban Kekerasan dalan Rumah Tangga;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara pemerintah,Pemerintahan Daerah
Propinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana pembangunan Daerah;

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara
dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang;

Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJM Nasional
Tahun 2010-2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun
2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang
'tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah




20.

21.

22.

1.3

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ
tentang petunjuk penyusunan dokumen RPJP Daerah dan RPJM
Daerah tanggal 11 Agustus 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 tahun 2009
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga
Berencang Kabupaten Banyumas

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018

Maksud dan Tujuan

Penyusunan  Renstra BAPERMASPKB  Kabupaten
Banyumas periode 2013-2018 dimaksudkan untuk menyiapkan
instrumen dokumen perencanaan sebagai pedoman/penuntun
yang dapat memberikan gambaran kondisi yang

akan dicapai, arah kebijakan, strategi yang diambil untuk
mencapai sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi,
sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala BAPERMASPKB
pada setiap akhir tahun dalam kurun waktu 5 tahun ke depan
dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat, keadilan
dan kesetaraan gender serta keluarga kecil bahagia dan
sejahtera.

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan KB (BAPERMASPKB) Kabupaten Banyumas
bertujuan sebagai berikut :

1. Memudahkan pemahaman seluruh jajaran manajemen dan
aparatur di lingkungan .BAPERMASPKB Kabupaten
Banyumas dalam melaksanakan kegiatan secara terarah,
terpadu dan terukur untuk mencapai tujuan sesuaj tugas
dan fungsinya masing - masing.




2. Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan BAPERMASPKB
Kabupaten Banyumas hingga tahun 2018, sehingga setiap
tahapan perencansan pembangunan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan.

3. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan
prioritas yang jelas hingga peclaksanaan kegiatan bisa
optimal.

4. Sebagai tolak ukur dan alat kendali untuk
mengevaluasi/penilaian kinerja BAPERMASPKB Kabupaten
Banyumas sampai dengan tahun 2018.

5. Sebagai dasar komitmen bersama antara Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kabupaten
Banyumas dengan jajaran pejabat serta staf di bawahnya
terhadap program -program yang akan dilaksanakan dalam
kurun waktu lima tahun dalam rangka mencapai visi Badan
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kabupaten

Banyumas.

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB1I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dsan Stuktur Organisasi
SKPD

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan SKPD




BAB I

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepada
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra
Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD
4,2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

PENUTUP




BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Keluarga Berencana (BAPERMASPKB) dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Banyumas dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Keluarga Berencana (BAPERMASPKB) mempunyai tugas pokok
dan fungsi :

1. Tugas Pokok
Melaksanakan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera

2. Fungsi

a.Perumusan kebijakan teknis lingkup Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera.

b.Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan

dan
Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera.




¢. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan

. dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala
BAPERMASPKB adalah sebagai berikut :

1. Memimpin perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa/kelurahan, perempuan dan perlindungan

anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

2.Memimpin pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan
masyarakat dan desa/kelurahan, perempuan dan perlindungan

anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera

3. Memimpin pembinaan  tugas sesuai lingkup tugas
pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, perempuan
dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga

sejahtera.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sekertaris BAPERMASPKB mempunyai tugas :

1. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan telnis
tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan
serta monitoring dan evaluasi kegiatan, pengelolaan
administrasi keuangan, administrasi surat menyurat,
kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi
kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan Dinas.

2. Mengoordinasikan penyiapan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) Dinas.




10.

11,

Mengoordinasikan penyiapan pengusulan program dan
kegiatan Dinas ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah
(RKPD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Mengoordinasikan penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan.

Mengoordinasikan penyiapan penyusunan dokumen pelaporan
termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kiberja instansi
Pemerintah (LAKIP). Laporan Keterangan pertanggungjawaban
(LKPJ). Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
dan laporan lainnya.

Mengoordinasikan penyiapan penelitian dan koreksi Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan  RKA serta
Rancangan Dokumen Anggaran (DPA) dan DPA perubahan dari
masing-nasing Pejabat Pelaksana Tekis Kegiatan.

Mengoordinasikan penyiapan penatausahaan keuangan
meliputi penyediaan dana, permintaan pembayaran, perintah
membayar, pencairan dana, verifikasi dan pertanggungjawaban
penggunaan dana.

Mengoordinasikan penylapan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan administrasi keuangan Dinas.

Mengoordinasikan penyiapan pengelolaan gaji dan penghasilan
lain pegawai.

Mengoordinasikan penyiapan pelayanan administrasi surat

menyurat.

Mengoordinasikan penyiapan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan.

12. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan kehumasan

13: Mengoordinasikan penyiapan pelayanan keprotokolan

14. Mengoordinasikan ~ penyiapan  pelayanan  administrasi
kepegawaian.




15. Mengoordinasikan penyiapan pelayanan sarana praéa.rana dan
kerumahtanggaan,

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang
penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta
monitoring dan evaluasi kegiatan.

2. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) Dinas.

3. Menyiapkan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan
Dinas kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta
prioritas dan Plafon Anggaram Sementara (PPAS)

4. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan.

5. Menyiapkan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan
termasuk di dalamnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pex;tanggunawaban
(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
dan laporan lainnya.

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang
- pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

2. Menyiapkan pelaksanaan penelitian dan koreksi Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) dan Perubahan RKA serta Rancangan




Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan
dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

3. Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan meliputi
penyediaan  dana, permintaan pembayaran, perintah
membayar, pencairan dana, verifikasi dan pertanggungjawaban
penggunaan dana.

4. Menyiapkan pelaksanaan p.cmantauan dan  evaluasi
pelaksanaan administrasi keuangan Dinas.

5. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain
pegawai.

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan tugas cleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan  teknis pelayanan
administrasi surat menyurat, Kkearsipan, perpustakaan,
keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan

kerumahtanggaan dinas.

2. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan administrasi surat

menyurat

3. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan Kkerasipan  surat

‘menyurat
4. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan kehumasan

5. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan keprotokolan

6. Melaksanakan pelaksanaan pelayanan administrasi

kepegawaian

7.Menylapkan pelaksanaan pelayanan sarana prasarana dan
kerumahtanggaan




8.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Administrasi

Desa dan Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi :

7

Mengkoordinir penyiapan perumumusan kebijakan teknis
operasional bidang pengembangan kapasitas desa/kelurahan

dan kelembagaan masyarakat

. Mengkoordinasikan penyiapan perumusan bahan penyusunan

perencanaan program kegiatan berkaitan dengan
pengembangan kapasitas desa/kelurahan dan kelembagaan
masyarakat

. Mengkoordinasikan penylapan penylenggaraan kegiatan

pengembangan kapasitas desa/kelurahan, kelembagaan

masyarakat serta manajemen pembangunan partisispatif

. Mengkoordinasikan penylapan kegiatan pembinaan teknis

bidang pengembangan kapasitas desa/kelurahan dan

kelembagaan masyarakat

. Mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan evaluasi kegiatan

bidang pengembangan kapasitas desa/kelurahan, kelembagaan
masyarakat dan manajemen pembangunan partisipatif

. Mengkoordinasikan penyiapan pelaksanaan pengawasan

kegiatan bidang pengembangan kapasitas desa/kelurahan,
kelembagaan masyarakat dan manajemen pembangunan
partisipatif

_Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya




Kepala Sup Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa/Kelurahan :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional
Pemberdayaan kelembagaan  desa/kelurahan dan
kelembagaan masyarakat

- Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program
kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa/kelurahan dan
kelembagaan masyarakat

3. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
dibidang pengembangan kapasitas dan kelembagaan
desa/kelurahan meliputi Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD),
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) atau
sebutan lain, Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) Tim
Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK),
Kelompok PKK, Posyandu, Dasawisma, Badan Usaha Milik
Desa (BUMDES), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Lembaga
Keswadayaan Masyarakat, Lembaga Adat.

4. Menylapkan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
dibidang menejemen pembangunan partsipatif

S. Menyiapkan penyelenggaraan pengembangan kehidupan
sosial budaya masyarakat yang berkaitan dengan program
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan

Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat berperspektif
Gender (P2MBG)

6. Me-nyiapkan evaluasi kegiatan pemberdayaan dibidang
pengembangan kapasitas kelembagaan desa / kelurahan

kelembagaan masyarakat dan manjemen pembangunan
masyarakat berbasis partisipatif

7. Menyiapkan pelaksanaan pengawasan kegiatan
pemberdayaan dibidang pengembangan kapasitas




kelcmbagaan desa/kelurahan, kelembagaan mas?arakat dan
manajemen partisipatif

'Menylapkan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan fasilitasi

dan pemberian bantuan alokasi dana desa (ADD)

- Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan dibidang bina otonomi desa

10. Menyiapkan pembinaan administrasi dan aparatur

kecamatan di bidang bina otonomi desa

11. Menyiapkan bahan pengorganisasian pelaksanaan tugas

kecamatan dibidang otonomi desa

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bidang Administrasi Desa/Kelurahan

1.

Menyiapkan  perumusan  kebijakan teknis urusan
penyelenggaraan administrasi desa/kelurahan.

Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program
kegiatan yang berkaitan dengan upaya tertib administrasi
pemerintahan desa/ Kelurahan.

Menyiapkan pelaksanaan inventarisasi dan pendataan yang
berkaitan dengan kelengkapan administrasi pemerintahan
desa/ kelurahan.

Menyiapkan  penyelenggaraan  kegiatan  pelaksanaan
penyusunan perencanaan desa.

Menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan fasilitasi
penyusunan profil, tingkat perkembangan dan monografi
desa/ kelurahan. '

Menyiapkan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan fasilitasi
perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa
(P3MD) dan  Methodologi Perencanaan  Partisipatif/
Methodology Partisipathory Assesment (MPA).

Menylapkan  penyelenggaraan  pelaksanaan fasilitasi
administrasi keuangan desa/ kelurahan.




10.

11.

12,

13.

Menﬁ&pk&n evaluasi kegiatan pcmber dayaén dalam
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan keuangan

_desa/ kelurahan,

Menyiapkan pelaksanaan pengawasan kegiatan
pemberdayaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
dan keuangan desa/ kelurahan.

Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Kecamatan dan Kelurahan dibidang administrasi desa
kelurahan.

Menyiapkan penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi desa dan
kelurahan.

Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan administrasi dan
aparatur kecamatan dan kelurahan di bidang administrasi
desa/kelurahan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sumber Daya Alam Dan

Teknologi Tepat Guna :

Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis
di bidang pemberdayaan eckonomi dan penanggulangan
kemiskinan, pengolahan sumber daya alam dan teknologi
tepat guna.

Mengoordinasikan penyiapan perumusan bahan
penyusunan perencanaan program yang berkaitan dengan
pemberdayaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan,
pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan
bidang pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan
masyarakat




Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan
rapat koordinasi terpadu para pelaku  program
pPenanggulangan kemiskinan (PNPM).

Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan
rapat koordinasi Bhakti sosial TNI Manunggal Membangun
Desa (TMMD).

6. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaran fasilitasi
Kuliah Kerja Nyata (KKN).

7. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan
pengembangan partisipasi masyarakat

8. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan
bidang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya alam.

9. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan
bidang pemberdayaan masyarakat dalam penerapan
teknologi tepat guna

10. Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan
pembinaan dalam rangka pengembangan dan pemanfa-atan
teknologi tepat guna dan pengembangan jaringan
penanggulangan kemiskinan, serta pengembangan usaha
ekonomi masyarakat

11. Mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi

penduduk miskin, pengelolaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna.

12. Mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan pengawasan
kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi
penduduk miskin, pengelolaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna.

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya




Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan
Penanggulangan Kemiskinan :

L “mmpkan perumusan teknis operasional pelaksanaan
pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

2. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan
kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan
kemiskinan.

3. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
ekonomi keluarga dan masyarakat yaitu usaha mikro,
usaha informal, pasar desa, lumbung pangan masyarakat
desa, usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP), usaha

pemasaran hasil produksi masyarakat.

4. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pendataan dan
pemutakhiran data kemiskinan.

5. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pemetaan program
penanggulangan kemiskinan.

6. Menyiapkan penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi

penanggulangan kemiskinan secara terpadu, sistematis,
sinergis dan berkelanjutan.

7. Menyiapkan kegiatan Bhakti sosial TNI Manunggal
Membangun Desa (TMMD).

8. Menyiapkan fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi
Perguruan Tinggi dalam Wilayah Kabupaten Banyumas.

9. Menyiapkan pengembangan partisipasi masyarakat dalam
bidang :

a. perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa
(PSMD);

b. peningkatan peran masya rakat dalam penataan dan
pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;

Al
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C. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam berswadaya
pada kegiatan pembangunan;
- d. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM).
10. Menyiapkan evalﬁasi kegiatan pemberdayaan ekonomi dan
Penanggulangan kemiskinan.

11. Menyiapkan pelaksanaan pengawasan kegiatan
pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tepat Guna :

1. Menyiapkan perumusan teknis yang berkaitan dengan
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

2. Menyiapkan perumusan perencanaan program yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan
teknologi tepat guna.

3. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan bidang
pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber
daya alam

4. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan bidang
pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber

daya alam meliputi :
a. pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir
perdesaan;

b. pelaksanaan peningkatan prasarana dan sarana
lingkungan perdesaan;

c. pengelolaan sumber air bersih.




S. Menyiapkan  penyelenggaraan kegiatan bidang
Pemberdayaan masyarakat di lokasi korban bencana.

6. . Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan bidang
pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan teknologi
tepat guna masyarakat di lokasi korban bencana.

7. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan bidang
pemberdayaan masyarakat dalam pencrapan dan
pengembangan teknologi tepat guna.
Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pembinaan untuk
pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna,
pengembangan jaringan dan distribusi teknologi pedesaan,
proses transformasi Iptek perdesaan dan teknologi tepat
guna dalam rangka upaya mendukung penanggulangan
kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi
masyarakat.

9. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan
masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan
kelembagaan pos pelayanan teknologi perdesaan
(Posyantekdes) dan kelembagaan Warung teknologi
perdesaan (Wantekdes).

10. Menyiapkan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat
guna.

11. Menyiapkan pengawasan kegiatan

pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan

teknologi tepat guna.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pembeérdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak mempunyai tugas : '

1. Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan

teknis operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.




Mengoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mengoordinasikan penyiapan evaluasi pelaksanaan

kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak,

Mengoordinasikan pcnyiaplan pembinaan teknis terhadap

lembaga pemberdayaan perem puan dan perlindungan
anak, :

Mengoordinasikan penyiapan pembinaan teknis terhadap

lembaga pemberdayaan perem puan dan perlindungan
anak.

Melaksanakan tugas lain’ yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

'Kepala Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas:

1.

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional
di bidang Pengarusutamaan Gender.

Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan yang responsif
gender terutama di bidang kesehatan ekonomi, hukum,
politik dan HAM.

. Menyiapkan pengembangan kualitas dan kemampuan bagi

tenaga terlatih pengarusutamaan gender.

Menyiapkan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan

PUG pada lembaga pemerintah/ Non Pemerintah, PSW
/PSG, Lemlit.

Menylapkan analisis gender dan materi KIE gender.

Menyiapkan evaluasi pelaksanaan
pengarusutamaan gender,

kegiatan




7.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
dan anak mempunyai tugas :

1

Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional
di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan
anak.

. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan

kualitas hidup perempuan dan anak terutama di bidang
kesehatan ekonomi, hukum, politik dan HAM.

Menyiapkan kegiatan peningkatan perlindungan
perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan

tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan

penyandang cacat, perempuan di daerah konflik dan di

daerah yang terkena bencana.

Menyiapkan peningkatan kemampuan dan kualitas bagi
tenaga pendamping korban kekerasan.

Menyiapkan kegiatan peningkatan kesejahteraan dan
perlindungan anak.

Menyiapkan kegiatan penguatan lembaga/organisasi
masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan
peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Menyiapkan fasilitasi pengembangan dan penguatan
jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha
untuk pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Menylapkan rincian dan penetapan sistem informasi
gender dan anak.




10. Menyiapkan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem
informas; gender dan anak.

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
Sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :

1. Mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan
teknis operasional di bidang pelayanan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Kesehatan
Reproduksi

Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan kegiatan
di bidang pelayanan Keluarga Berencana dan Keluaraga
Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi

3. Mengkoordinasikan penyiapan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahterab dan Kesehatan Reproduksi.

4. Mengkoordinasikan penyiapan pemberian teknis terhadap
PLKB dan Institusi KB dan KS

S. Mengkoordinasikan penyiapan pengembangan ketahanan
dan pemberdayaan keluarga

6. Mengkoordinasikan penyiapan fasilitasi peningkatan
penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan
jejaring program.

7. Mengkooodinasikan penyiapan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera serta Kesehatan Reproduksi.

8. Melaksanakan tugasa lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya




Kepala Sub Bidang Operasional KB dan Kesehatan Reproduksi :

)

Menyiapkan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah
bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

’ Men}’iapkan penyelenggaraan kegiatan jaminan dan

pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
Penangggulangan masalah keschatan reproduksi serta
kelangsungan hidup ibu dan anak

Menyiapkan peneyelenggaraan kegiatan KRR dan
perlindungan hak-hak reproduksi

Menyiapkan pembinaan kepada instansi terkait, tokoh
masyarakat dan tokoh agama

Menyiapkan penyelenggaraan pembentukan tim jaga mutu
pelayanan kontrasepsi, dan pembentukan forum informasi
dan konseling KRR serta pembentukan paguyuban donor
darah hidup

Menyiapkan pelatihan/bintek pemasangan dan
pencabutan [UD

Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
terhadap pelayanan kontrasepsi yang dilaksanakan oleh
klinik KB dan jamininan ketersediaan kontrasepsi di desa
dan kecamatan kabupaten

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Kepala Sub Bidang Operasional Kesejahteraan Keluarga (KS)
dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

1. Menyiapkan pcmmuéan penyusunan kebijakan

teknis operasional pembinaan Keluarga Sejahtera dan
Ketahanan Keluarga

2. Menyiapkan pengembangan, ketahanan dan
pemberdayaan keluarga




3. Menyiapkan penyelenggaraan peningkatan penguatan
kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring
Program

4. Menyiapkan pendataan Keluarga Sejahtera. Menyiapkan
pendataan Keluarga Sejahtera

S. Menyiapkan pelatihan/bimtek untuk kader dan
pengelola UUPKS serta perigelola kelompok bina keluarga

6. Menyiapkan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan
pembinaan KS dan ketahanan keluarga.

7. Menylapkan penyusunan laporan hasil pelaksanaan
kegiatan pembinaan KS dan Ketahanan Keluarga.

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas terdiri

dari :

i.

Kepala

. Sekertariat
. Sub Bagian Bina Program
. Sub Bagian Keuangan

., Sub Bagian Umum

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Administrasi Desa dan
Kelurahan

Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

_Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera




10. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan
TCthlOgi Tcpat Guna

11. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Penanggulangan
Kemiskinan

12. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender

13. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak
14. Sub Bidang Keluarga Berencana

15. Sub Bidang Keluarga Sejahtera

Adapun struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas
digambarkan sebagai berikut:




Struktur Organisasi :

ORGANISASI BADAN BAGAN KEPALA
PEMBERDAYAAN BAPERMASPKB
MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUMAS
KLP JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
BIBA KEUANGAN UMUM
PROGRAM
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN, KELUARGA
KELEMBAGAAN & EKONOMI, SUMBER PEREMPUAN & BERENCANA
ADMINISTRASI DAYA ALAM & PERLINDUNGAN DAN KELUARGA
DESA/KEL, TEKNOLOGI TEPAT ANAK SEJAHTERA
GUNA
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PEMBERDAYA PEMBERDAYAAN PENGARUS OPERASIONAL
AN EXKONOMI & UTAMAAN GENDER KELUARGA
KELEMBAGA H PENANGGULANG M BERENCANA &
AN DESA/ AN KEMISKINAN KESEHATAN
KELURAHAN REPRODUKSI
SUB BIDANG 8UB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN PENINGKATAN OPERASIONAL
DESA SUMBER DAYA KUALITAS HIDUP KELUARGA
KELURAHAN - ALAM & PEREMPUAN DAN SEJAHTERA &
TEKNOLOGI TEPAT ANAK PEMBERDAYAAN
GUNA KELUARGA

UPT




2.2. Sumber Daya SKPD

p_ €@awai di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas sebanyak
168 orang terdiri dari 52 orang fungsional umum dan 116 orang
fungsional khusus ( Penyuluh KB ) dengan rincian sebagaimana
Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.1.
Data Tenaga Fungsional Umum
BAPERMASPKB
Kabupaten Banyumas
Gol/ Jonls Kelamin PENDIDIKAN
Ruang PNS | CPNS
L P sD | SLTP [ SLTA D3 S1 82
UL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ife 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Vd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumiah
Gol | 1 0 1 0 0 1 0 0 (] 0
/s 2 0 2 0 0 0 2 0 0
i 3 0 1 2 0 0 2 1 0 0
llie 2 0 0 2 0 1 0 o 301 (R 0
Iird 1 0 1 0 0 1. | o 0 [ 0 0
Jumiah ‘
Gol Il 8 0 4 4 0 2 4 2 0 0
1Wa 4 0 3 1 0 0 0 o | 2
o 18 0 10 g | o 0 13 |
/e 2 0 2 0 0 0 o | o 2 3
Iid 12 0 [ [ 0 0 0 0 12 0
Jumlah
Gol Il a8 0 21 16 0 0 1 1 20 2
IV/a 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2
Vo 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
V/e 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
v/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
" IVie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumiah
Gol IV 7 2 0 0 0 ( 2 3
PTT [) ) S 0 0 0 ) 0 .
Jumlsh
Total 62 0 31 21 0 3 17 3 22 5
JUMLAH ESELON
——_ o ————
I
VB VA me ma ne NA
1 4 1 1

Sumber : Data waaian BAPERMASPKB Kabupaten Banyumas 2013




Tabel 2.2.
Data Tenaga Fungsional Khusus
BAPERMASPKB
Kabupaten Banyumas

Gol/ Jenis Kelamin PENDIDIKAN
Ruang PNS | cpns
L P sD SLTP | SLTA D3 81 S2
Ve 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0 0 4] Q 0 0
Vd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumilah
Goll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1)) 1 0 K 0 0 0 1 0 0 0
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumiah
Gol Il 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Iii/a 0 2 1 0 0 b 0 0
11/ 8 0 4 4 0 0 7 1 0 0
liie N 0 10 21 0 0 24 4 3 0
1i/d 30 0 13 ‘17 0 0 |13 8 9 0
Jumiah W l
Gol Il T2 0 29 43 0 47 1 12 0
Ivia 43 0 22 21 * 0 0 0 ] 0 43 0
Vb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vie 0 0 0 (] 0 0 Q [+] Q ]
\V/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV/e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumiah
Gol IV 43 0 22 24 0 0 0 0 43 o
PTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumiah
Total 1168 0 52 84 0 0 48 13 55 0

Sumber : Data Kepegawaian BAPERMASPXB Kabupaten Banyumas 2013




2.3. Kinerjq Pelayanan SKPD

e ‘?maan Pembcrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan  pembangunan  dan  pemberdayaan
Perempuan di Kabupaten Banyumas dapat dapat diketahui
dari besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indek
Pemberdayaan Gender (IDG). Beberapa permasalahan masih
dihadapi dalam peningkatan IDG, antara lain rendahnya
keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan
eksekutif, rendahnya sumbangan perempuan dalam ekonomi
rumah tangga dan sebagian perempuan sebagai pekerja
domestik (ibu rumah tangga).

Berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, di
Kabupaten Banyumas banyak terjadi kasus KDRT, dengan
perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Pada
tahun 2012 setidaknya terjadi 36 kasus KDRT, dengan jumlah
anak korban kekerasan sejumlah 57 orang dan perempuan
korban kekerasan sebanyak 9 orang. Penanganan korban
kekerasan di Kabupaten Banyumas telah diupayakan seoptimal
mungkin. Setidaknya terdapat pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat
kecamatan dan kabupaten sebanyak 27 unit.

Penanganan pengaduan maupun penanganan kesehatan
terhadap korban kekerasan juga sudah optimal, cakupan
layanan rehabilitasi sosial baru mencapai 75%, jumlah focal

point gender SKPD yang terbentuk sudah mencapai 35 unit dan
partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2011 telah
mencapal  58,42%, sedangkan prosentase partisipasi
perempuan di lembaga pemerintah (PNS PEMDA) sebesar
48,21%.




Kabupaten Banyumas telah memiliki Pusat Pelayanan
Terpadu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPTKBGA)
sebagai lembaga koordinator yang beranggotakan Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan, LSM, PPGA Unsoed, PUG Unwiku, RSU
dan SKPD yang terlibat dalam pelayanan dan penanganan
kasus kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing. LSM, PPGA, PUG Unwiku
memberikan pelayanan konseling, pendampingan psikis dan
hukum serta advokasi kasus. Kepolisian, Kejaksaan dan
Pengadilan melakukan penegakan hukum agar korban
kekerasan mendapatkan hak dan keadilan sebagaimana
mestinya melalui penyidikan kasus, penyelidikan, penuntutan,
dan pemutusan hukuman bagi pelaku kekerasan. Sedangkan
RSU melakukan pelayanan medis seperti visum et repertum
dan tindakan medis lainnya.

Secara umum dalam memberikan pelayanan korban
kasus kekerasan berbasis gender dan anak dilakukan sesuai
dengan SOP PPTKBGA Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Informasi terjadinya kasus kekerasan yang masuk ke
PPTKBGA, akan ditindaklanjuti dengan dilakukannya
penggalian dan pengembangan informasi oleh Polisi
maupun pihak terkait/konselor.

2. Hasil penggalian dan pengembangan informasi
diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori yang masing-masing
akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang berbeda.

e Kategori Bukan Kasus, akan ditindaklnajuti dengan
memberikan pembekalan pemberdayaan sumber daya
manusia untuk selanjutnya dikembalikan ke tempat
asalnya.

o Kategori kasus, akan ditindaklanjuti dengan
melengkapi  data sesuai  jenis kasusnya.
Apabila terjadi kasus kekerasan diperlukan adanya
saksi, pendamping dan advokasi.




Dari proses tersebut baru ditentukan tindakan
penanganannya yaitu tindakan hukum, tindakan
medis, psikologis, shelter, rujukan dan advokasi.

Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di
Kabupaten Banyumas cenderung mengalami peningkatan dari
tahun 2009-2012 yaitu dari sejumlah 15 kasus di tahun 2009,
meningkat menjadi 16 kasus di tahun 2010, kemudian di
tahun 2011 terjadi 18 kasus dan pada tahun 2012 terjadi
peningkatan jumlah kasus ABH sebanyak 29 kasus. Hal ini
tentu menuntut perhatian besar dari Pemerintah Daerah dan
pihak-pihak terkait untuk bersinergi dalam melakukan upaya-
upaya pencegahan dan penanganan kasus ABH tersebut.

Gambaran kondisi urusan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak di Kabupaten Banyumas secara rinci
dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3.

Kondisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Analk
Kabupaten Banyumas Tahun 2008 - 2012

Tahun
No. Kondial
2008 2009 2010 | 2011 2012
1. Jumlah Kasus KDRT (kasua) 64 56 as 50 36
2. Jumlah anak korban kekerasan 36 74 57 58 57
(Anak)
3. Jumlah perempuan korban 15 10 19 10 9
kekerasan ( anal )
4, Penyelesnian pengaduan 100 100 100 100 100
perlindungan perempuan dan
anak darl tindakan kekerasan (%)
5. Cakupan perompuan dan anal 100 100 100 100 100

korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih
di dalam unit pelayanan terpadu

(%)

6. Cakupan perempuan dan anak 100 100 100 100 100
korban kekerasan yang
mendapatkan layanan
kesshatan olch tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di R8(%)
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Tahun
No. Kondisi
2008 2009 2010 2011 2012
7. | Cakupan layanan rehabilitasi 78 75 78 7% T8
sosial yang diberikan oleh
petugas rehabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan dan
anak korban kekernsan di dalam
unit pelayanan terpadu.(unit)
8. | Jumlah pusat pelayanan terpadu 27 27 27 27 27
pemberdayaan perempuan dan
anak (P2TP2A) di tingkat
kecamatan dan kabupaten (unit)
9. Jumlah Focal Point Gender SKPD 35 35 as as 35
yang terbentuk (unit)
10. Partisipasi Angkatan Kerja 47,28 45,66 55,01 58.42 -
Perempuan (%)
11, Persentase partisipasi perempuan di 45,52 46,34 47,07 47.93 48.21
lembaga pemerintah (PNS PEMDA)
12. Jumlah PNS Kab, Banyumas 16.053 | 16.840 | 17.091 16.687 16.095
{orang)
12.1. | Laki-laki (orang) 8.746 9.037 9.047 8.689 8.335
12.2. | Peremipuan (orang) 7.307 7.803 8.044 7.998 7.760
13. Jumlah Pejabat Eselon [l (orang) 28 28 27 26 26
13.1. | Lakd-laki forang) 26 25 23 21 23
13.2. | Perempuan f[orang) 2 3 4 S 3
14, Jumlah Pejabat Esclon 11l (orang) 178 180 175 178 177
14.1. | Laki-laki (orang) 158 163 152 152 151
14.2. | Perempuan (orang) 20 17 23 26 26
18. Jumlah Pejabat Eselon [V (orang) 754 712 738 758 808
15.1. | Laki-laki (orang) 569 535 528 539 560
15.2. | Perempuan (orang) 185 177 210 219 248
16. Partisipasi perempuan di lembaga 14 16 16 16 16
legislatif (%)
Sumber : RPJMD Kabupaten Banyumas 2013-2018
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b. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Rata-rata jumlah anek per keluarga ( TFR = Total Fertility
Rate ) di Kabupaten Banyumas cenderung mengalami
peningkatan dalam kurun waktu tahun 2008 - 2012. TFR pada
tahun 2008 sebesar 2,59 meningkat pada tahun 2012 menjadi
2,31. Hal ini mengandung arti bahwa rata-rata keluarga
Banyumas memiliki anak sebanyak 2 sampai 3 anak.

Pada tahun 2008 cakupan PUS yang telah menjadi peserta
KB aktif sebesar 71,30% meningkat pada tahun 2012 menjadi
73,81%. Kondisi ini telah mencapai target SPM Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera (No 55/Hk-010/B5/2010)
pada tahun 2015 sebesar 65%. Jumlah unmetneed (penduduk
yang tidak terlayani program Keluarga Berencana) cenderung
menurun. Pada tahun 2008 Unmetneed KB sebanyak 54.216

orang, menurun menjadi 47.491 orang pada tahun 2012.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan keluarga
Berencana telah disiapkan petugas PLKB (Petugas Lapangan
Keluarga Berencana. Berdasarkan SPM Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera rasio PLKB dengan kelurahan/desa pada
tahun 2015 adalah 1:2 artinya 1 PLKB melayani 2 desa. Hasil
capaian pembangunan keluarga berencana, rasio ini dari tahun
2008-2012 cenderung menurun. Pada tahun 2012 rasio PLKB
dengan kelurahan/desa sebanyak 1:2,63 artinya setiap PLKB
mendampingi 2 sampai 3 kelurahan/desa. Kondisi ini
menunjukkan bahwa jumlah PLKB di Kabupaten Banyumas
belum sesuai dengan target SPM Bidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera. |

Gambaran kondisi urusan keluarga berencana dan
keluarga sejahtera di Kabupaten Banyumas secara rinci dapat
dilihat pada tabel 2.4. berikut :




Tabel 2.4.
Kondisi Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2012

No. Tahun
s 2008 2009 2010 2011 2012

L Rata-rata jumlah anak per 2,29 2,31 2,30 2,30 2,31
kelu oran

2 Jumlah peserta KB aktil 216.401 | 220.032 | 221.602 | 223.374 |22B.160

3 g::tumn peserta KB akt 7180 | 7207 | 72,04 72,43 | 73,81
Jumlah peserta KB baru 36708 | 47.097 | 58.321 | 60.815 | 61.712
Unmetneed KB 54,216 51.913 53,839 51.290 [ 47.491

6. P]ceBrunuu Drop Out (DO) 44,134 43,463 57.751 58,047 | 55.260

7 Persentase peserta KB 81,29 81,32 82,71 83,64 87,34
Mandiri yang tergabung
dalam UPPKS (%)

8 Rasio PLKB dengan 3,5 3,4 3,8 3,6 2,63
Desa/Kelurahan (orang)

9 Rasio PPKBD dengan 331 331 331 331 331
Desa/Kelurahan (orang)

10. Persentase keluarga Pra 25,94 25,77 25,12 23,78 23,66
Sejahtera (%)

11 | Persentase keluarga Pra 44,72 45,05 43,98 43,3 | 43,13
Sejahtera 1(%) :

12 | Cakupan PUS dengan Istd 1,23 1,2 1,22 1,21 1,11
usia dibawah 20 tahun (%)

13. | Jumlah PIK 27 27 - 38 41 54

14, Cakupan anggota Bina 80,11 ~ 80,16 80,59 80,6 82,41
Keluarga Balita (BKB) ber-
KB

Sumber : RPJMD Kabupaten Banyumas, 2013-2018

c. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja makro urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
antafa lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata
jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat
(LPM), rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, jumlah LSM, LPM
berprestasi, PKK aktif, Posyandu aktif, Swadaya Masyarakat




terhadap Program pemberdayaan masyarakat, dan Pemeliharaan
Pasca Program pemberdayaan masyarakat. Jumlah LSM selama
tahun 2008 - 2019 menunjukkan peningkatan menjadi 161 ormas
pada tahun 2012 dari 69 pada tahun 2008. Jumlah swadaya
masyakat dalam program pemberdayaan masyarakat juga terjadi
peningkatan yang sigfinikan dari Rp.1.916.801.000,00 pada tahun
2008 menjadi sebesar Rp.6.160.000.000,00 pada tahun 2012.
Kondisi urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten
Banyumas dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Kondisi Makro Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Di Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2012

Tahun
No. Kondisi
2008 2009 2010 2011 2012
1. | Rata-rata jumlah kelompok 35,67 35,89 36,35 36,62 36,81
binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat (kelompok)
2. | Rata-ratajumlah kelompok 102,13 104,95 106,69 110,31 113,60
binaan PKK (kelompok)
3. | Jumlah LSM (unit) 69 79 80 107 161
4, | LPM Berprestasi (unit) - 0,6042 0,9063 0,3021 0,9063
5, | PKK aktif (unit) 6,716 6,976 7,104 7.438 7.746
6. | Posyandu aktif (unit) 2.430 2.466 2.444 2.479 2.499:
7. | Swadaya Masyarakat (.000 1,916,801 | 1.007.210 | 2.947.897 | 3.186.216 | 6.160.000
rupiah) terhadap Program
pemberdayaan masyarakat
8, | Pemeliharaan Pasca Program 3 4 4 4 4
pemberdayaan masyarakat
(Program)

Sumber : RPJMD Kabupaten Banyumas, 2013-2018
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2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan
dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan
ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang
bcrkcpcnﬁngan_

Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja
kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan
Sasaran, tujuan, misi dan visi.

Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan
pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif
sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yvang telah
ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi kebijakan untuk

mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses
pencapaiannya

Analisis SWOT terbagi dalam dua jenis, yakni analisis
lingkungan dan analisis institusional.

1. Analisis lingkungan bertujuan melihat peluang dan ancaman
yang berasal dari lingkungan luar. Dalam hal ini, yang bisa
dikenali adalah peluang dan ancaman.

a. Peluang (opportunities): apa saja  yang memberi

kemungkinan adanya perbaikan atau penguatan

organisasi meliputi antara lain :

» Potensi SDM serta perempuan dalam pembangunan.

* Tersedianya advokasi, fasilitasi dan mediasi terhadap
program pemberdayaan masyarakat, perempuan dan
Keluarga Berencana untuk meningkatkan kualitas
hidup perempuan dan generasi penerus, termasuk
pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian

organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan
kesatuan  dan persatuan,

sehingga  dapat




meningkatkan peranan masyarakat dan perempuan
sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan
pembangunan yang berkeadilan gender.

* Berkembangnya pembangunan di sektor ekonomi
menjadi  peluang pemberdayaan  masyarakat

perempuan dan perkembangan kependudukan

* Banyaknya lembaga donor untuk pemberdayaan
masyarakat, perempuan dan KB serta perlindungan

anak dan remaja.

* Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi
masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun
swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah
pemberdayaan  masyarakat, perempuan = serta
perlindungan anak dan remaja dan keluarga

berencana.

* Mudahnya masyarakat memperoleh informasi tentang
KB serta tingginya animo masyarakat dalam ber-KB

* Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) di
Bidang KB

*» Adanya payung hukum kesetaraan dan keadilan
gender

* Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB
dan PP sesuai Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun
2007

b. Ancaman (threats): kondisi di luar organisasi yang
potensial melemahkan posisi PUG, meliputi antara lain :

« Belum optimqlnya peran serta lembaga dan organisasi

kemasyarakatan untuk turut berperan serta dalam
proses pembangunan;




* Desa masih belum mandiri, dan masih bergan‘ung
pada pemerintahan di atasnya akibat rendahnya
Pendapatan Asli Desa;

* Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

pedesaan;

Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal

akses manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan

dan penguasaan terhadap sumber daya belum
optimal:

Pengarusutamaan gender yang diikuti dengan

penyempurnaan dan perubahan peraturan

perundangan yang tidak bias gender dan tidak
mendiskriminasikan kaum perempuan.

* Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
pelayanan KB berkualitas dan bermutu

* Dampak dari pelayanan kesehatan dan pendidikan
gratis masyarakat menuntut pelayanan KB gratis

2. Analisis institusional diarahkan pada identifikasi kekuatan
dan kelemahan di dalam organisasi.

a. Kekuatan (strenghts) : apa saja yang dapat memberi
keuntungan atau aset bagi Program Pemberdayaan
Masyarakat Perempuan dan KB, meliputi antara lain :

Masih tingginya partisipasi /peran serta masyarakat
dalam pembangunan

Masih tingginya motivasi perempuan dalam KB dan
Pemberdayaan Perempuan

* Adanya dukungan dana dalam APBN, APBD Propinsi
dan Kabupaten

» Tersedianya alat dan obat kontrasepsi




* Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk
Teknis Pengelola KB dan Pemberdayaan Perempuan

'b. Kelemahan (weakness): karakteristik atau sifat internal

yang merugikan organisasi meliputi antara lain :

* hanya sedikit pegawai yang memiliki pengetahuan
terhadap Gender.

* Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan
desa/kelurahan dan kurangnya koordinasi SKPD
Provinsi dan Kab/Kota.

* SDM aparat yang kurang profesionalis dan rendahnya

pengetahuan aparat pemerintahan desa/kelurahan.
= Motivasi dan etos kerja staf masih rendah
* Pengawasan Melekat masih rendah

* Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas
terutama Penyuluh KB

* Terbatasnya porsi anggaran dibanding dengan
sasaran program yang akean dilaksanakan




BAB III
ISU-1SU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD

Pada Bab sebelumnya telah diuraikan gambaran umum
Kabupaten Banyumas scbagai hasil pembangunan jangka
menengah 5 (lima) tahun periode yang lalu. Dari kondisi yang
telah dicapai tersebut, dapat ditelaah beberapa isu strategis yang
akan dihadapi dalam pembangunan 5 (lima) tahun ke depan di
Kabupaten Banyumas. Analisis isu-isu strategis didapatkan dari
hasil analisis kondisi baik internal maupun eksternal dan isu-isu
strategis tersebut terkait dengan permasalahan pokok yang
dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan
pembangunan.

a. Isu Strategis Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak :

e Rendahnya persentase partisipasi perempuan pada lembaga
legislative

¢ Rendahnya persentase perempuan dalam jabatan struktural

« Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan
anak dalam rumah tangga

o Masih perlunya peningkatan dan perluasan kesetaraan
gender yang dititik beratkan pada bidang pendidikan,
kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan serta
di semua scktor dan bidang kehidupan lainnya.

o Masih rendahnya kesadaran dan kepekaan gender melalui
pengembangan jejaring (networking) berbagai elemen
masyarakat yang sadar dan peka gender.

« Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan, anak-
anak, dan remaja.




Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak,

Masih rendahnya akses manfaat dan partisipasi dalam

‘pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya untuk

untuk memperkecil kesenjangan gender

Masih rendahnya penanganan kasus kekerasan perempuan
dan anak yang menggunakan SPM, SOP dan SP, sehingga
pPenanganan korban belum optimal ;

Pcngamautqmam Hak Anak ( PUHA ) dan Pengarusutamaan
Gender (PUG) belum dipahami secara optimal oleh pemangku
kepentingan baik oleh eksekutif dan legislatif serta lembaga
non pemerintah ;

Masih kurangnya komitmen pemegang kebijakan dan SKPD
terkait dalam pelaksanaan PUHA dan PUG.

b. Isu Strategis Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

Belum optimalnya peran serta lembaga dan organisasi
kemasyarakatan untuk turut berperan serta dalam proses
pembangunan

Desa masih belum mandiri dan masih tergantung pada
pemerintah atasnya akibat rendahnya pendapatan asli
daerah '
Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan
Belum efektifnya pembinaan LPM dan BPD

Rendahnya skill masyarakat untuk menghasilkan teknologi
tepat guna

Belum optimalnya pembinaan dan kinerja Bumdes;

Belum optimalnya usaha dalam menumbuh kembangkan
kemampuan, peran serta masyarakat dan semangat gotong
royong.

Belum sepenuhnya keterlibatan partisipasi masyarakat baik
dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Masyarakat
masih belum memberikan kesempatan mengemukakan

pendapat, memilih dan menetapkan keputusan bagi dirinya
scndiri, ketcrbukaan, kcrnitraan, kcmandirian.




Belum optimalnya usaha penggalangan kemitraan dengan
berbagai pihak dalam memaksimalkan sumber daya,
. khususnya dana baik dari pemerintah, swasta maupun
sponsor pembangunan sosial.
Belum tersedianya Petugas sesuai kompetensi sebagai
katalis yang menghubungkan kepentingan pemerintah yang
bersifat makro dan kepentingan masyarakat yang bersifat
mikro.
Belum maksimalnya kegiatan masyarakat dalam
mempertahankan eksistensinya, dimana pemberdayaan
masyarakat memerlukan break even dalam setiap kegiatan
yang dikelola dan tidak sebagai organisasi bisnis / profit.
Angka kemiskinan cenderung naik
Program-program pemberdayaan masyarakat belum
sustainable, belum berhasil signifikan (kurang fokus)
Road Map dalam mengatasi masalah belum tersedia
Metodologi belum mengakar sesuai kebutuhan masyarakat
Kapasitas pemberdayaan belum selaras untuk mengatasi
permasalahan
Terjadi stagnasasi kader baru Posyandu yang mau dan
mampu dan berdidikasi tinggi dalam pengelolaan
Posyandu.
Keberadaan gedung/tempat operasional Posyandu masih
pinjam sehingga sulit menjaga konsistensi perkembangan
kelembagaan Posyandu.
Belum mengalokasikan dana untuk Posyandu sehingga
pengembangan Posyandu tidak merata keberhasilannya.
Lembaga Adat belum memiliki peran dan fungsi yang
optimal dalam pelestarian Adat Istiadat dan Budaya serta
pembangunan desa
Belum semua Desa membentuk Desa Siaga Aktif yang
merupakan wujud peran serta masyarakat dalam mengatasi
keschatan ( BAPERMASPKB Kabupaten menjadi inisiator
dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan desa
siaga )



¢ Belum semua desa / kelurahan melaksanakan penyusunan
Data Profil Desa/Kelurahan secara berkelanjutan sebagai
. suatu sistem, berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunanaan Data
Profil Desa Dan Kelurahan.

* Belum tersedianya Regulasi Daecrah tentang Pelestarian
dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat

e Belum semua Kecamatan, Desa dan Kelurahan
memfasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja ( Pokja )
Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai
Sosial Budaya Masyarakat di dan memfungsikan Satuan
Tugas ( Satgas ) Pelestarian dan Pengembangan Adat
Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kecamatan
dan Desa

e Belum tersedianya dana vyang memadai untuk
memfasilitasi Kegiatan KKN vang dilaksanakan oleh
Perguruuan Tinggl, sebagal upaya nyata dalam
pemberdayaan keluarga, membantu mengentaskan
masyarakat dari kemiskinan dan kebodohan serta

membangun Kkeluarga sejahtera, sebagai target sasaran
MDGs.

c. Isu Strategis Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :
¢ Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang istrinya
di bawah usia 20 tahun

e Masih tingginya cakupan sasaran pasangan usia subur
menjadi DO peserta KB aktif

» Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang ingin
ber-KB tidak terpenuhi

e Masih rendahnya cakupan Anggota Bina Keluarga Balita
' (BKB) ber-KB '

e Masih rendahnya cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha




Peningkatan Pendapatan Keluarga Scjahtera (UPPKS) yang

ber-KB

Masih tingginya Ratio petugas lapangan keluarga berencana/

penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB);1 petugas di

setiap 3 (tiga) desa/ kelurahan (1:3)

* Masih rendahnya kualitas pembantu pembina keluarga
berencana (PPKBD) walaupun rationya telah memenuhi; 1
petugas di setiap desa/ kelurahan

* Masih rendahnya cakupan penyediaan alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap

tahun

¢ Masih rendahnya cakupan penyediaan informasi data mikro
keluarga di setiap desa/ kelurahan setiap tahun

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepada Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 adalah
“Terwujudnya Pemerintahan Banyumas Yang Bersih dan Adil
Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdaya Saing Dan
Berbudaya Berdasarkan Iman Dan Taqwa.” Untuk melaksanakan
visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih,
partisipasif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif
dan terpercaya melayani masyarakat;

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan
pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas;

3. Mengembangkan pusat-pusat keunggulan ekonomi pedesaan
berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor
lainnya sebagai penunjang, melalui penataan kelembagaan,
permodalan, sumber daya manusia, akses
perlindungan dari pemerintah;

pasar dan
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Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan
usaha mikro, kecil dan menengah;

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang
menunjang kegiatan sosial ckonomi masyarakat;

Menciptakan  keterkaitan, Kkesejahteraan dan  keadilan
pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan;
Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya,
berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi
kemajemukan dan kerukunan antar umat beragam agar hidup

toleran dan damai;

Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Keluarga Berencana adalah :

Misi kedua Bupati Banyumas yaitu “Meningkatkan kualitas hidup
masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan
yang murah dan berkualitas”. ‘Melalui Program Keluarga
Berencana, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program
Pelayanan Kontrasepsi, Program promosi kesehatan ibu, bayi dan
anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat, Program
pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak, serta Program penyiapan
tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

Misi keenam Bupati Banyumas yaitu “Menciptakan keterkaitan,
kescjahteraan dan keadilan pembangunan antar kawasan
perkotaan dan pedesaan” melalui Program peningkatan
partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program
Pemberdayaan komunitas Perumahan, Program penyediaan dan
pengolahan air baku, Program Pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan, Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa.




3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Pembangunan
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang ditetapkan
oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
adalah melakukan peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dilakukan melalui dua fokus
prioritas,

Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan
pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk
pengintegrasian perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan
penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga. Fokus prioritas
ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan
peran perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan
perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan
anak, melaluii (a) penyusunan dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan terkait perlindungan anak; (b) peningkatan
kapasitas pelaksanaan perlindungan anek; (c) peningkatan
penyediaan data dan informasi perlindungan anak, dan (d)
peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan
terkait pemenuhan hak-hak anak. Fokus prioritas tersebut bertujuan
untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan
hidup anak, serta meningkatkan perlindungan anak dari segala
bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, pelaksanaan peningkatan kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut juga
didukung oleh :

a. Peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan

bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak

b. Sistem manajemen data dan informasi tentang gender dan anak;
Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas

sektor, lintas  program, lintas pelaku, dan lintas
kementerian/lembaga (K/L)




3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) adalah arahan kebijakan dan strategi
pemanfaatan ruang wilayah dan lingkungan strategis yang dijadikan

acuan untuk perencanaan jangka panjang.

Rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan

dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas tidak terkait
langsung dengan RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1)

2)

3)

4)

5)
&)

8)

Masih rendahnya persentase perempuan di lembaga
pemerintah

Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga
swasta

Masih adanya kasus kekerasan terhadap rumah
tangga

Masih rendahnya persentase perempuan di lembaga
legislatif

Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak

Belum optimalnya cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatth di dalam unit
pelayanan terpadu

Belum optimalnya cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di

Puskesmas mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/
PKT di RS

Belum optimalnya cakupan layanan Rehabilitasi
sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial




9)

10)

11)

12)

13)

terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan
di dalam unit pelayanan terpadu

Belum optimalnya cakupan layanan bimbingan
rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani
terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan
di dalam unit pelayanan terpadu

Belum optimalnya cakupan penegakan hukum dari
tingkat penyidikan sampai dengan = putusan
pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak

Belum optimalnya cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang mendapatkan layanan
bantuan hukum

Belum optimalnya cakupan layanan pemulangan bagi
perempuan dan anak korban kekerasan

Belum optimalnya cakupan layanan reintegrasi sosial

bagi perempuan dan anak korban kekerasan

2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :

1)
2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

Masih tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga
Masih tingginya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera |

Belum optimalnya Persentase Jumlah peserta KB
baru ' .

Masih adannya cakupan pasangan usia subur yang
istrinya di bawah usia 20 tahun |
Belum optimalnya calcﬁpan sasaran pasangan usia
subur menjadi peserta KB aktif

Masih tingginya cakupan pasangan usia subur yang
ingin ber-KB tidak terpenuhi

Belum optimalnya cakupan Anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) ber-KB
Belum optimalnya cakupan PUS Peserta KB anggota

Usa.hg Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber-KB




9)

10)

11)

12)

Masih tingginya ratio petugas lapangan keluarga
berencana/ penyuluh keluarga berencana
(PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2(dua) desa/
kelurahan

Belum optimalnya ratio pembantu pembina keluarga
berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/
kelurahan

Masih rendahnya Cakupan Penyediaan alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
30% setiap tahunnya

Belum optimalnya cakupan penyediaan informasi
data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan 100%

setiap tahun

3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1)
2)
3)
4)

S)

6)

Masih rendahnya rata-rata kelompok binaan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Belum optimalnya rata-rata jumlah kelompok binaan
PKK

Masih rendahnya LPM berprestasi

Belum optimalnya PKK altif

Belum optimalnya swadaya masyarakat terhadap
program pemberdayaan masyarakat;

Belum optimalnya lembaga pengelola pasca program.




BABIV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

a. Visi

Visi merupakan suatu kondisi yang diinginkan oleh seluruh
komponen Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Cita-cita ini
menjadi arah dalam menyusun strategi dan kegiatan dalam setiap
tahunnya.

Adapun Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas dirumuskan sebagai
berikut :

“ Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Desa/Kelurahan yang

perwawasan gender dan Kependudulan ”

Kemandirian masyarakat adalah masyarakat yang mempunyai
kapasitas mengelola potensi sumber daya dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan. Berwawasan Gender adalah kesamaan
kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan
dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan
berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya,
pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati
hasil pembangunan tersebut. Berwawasan Kependudukan adalah
meningkatkan mutu dan kualitas penduduk itu sendiri, selain

menjadikan penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan.
Karena jumlah penduduk yang banyak dan tidak dibarengi dengan
mutu serta kualitas yang dimiliki akan menjadi beban dalam
pembangunan.




b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25
Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan
komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam
produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan,
kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat
yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Untuk mencapai
visi di atas, misi yang harus dijalankan adalah :

1. Mengembangkan ketangguhan dan kemandirian pemerintahan
desa/kelurahan, sosial budaya dan masyarakat

2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan

anak serta mengurangi segala bentuk kekerasan berbasis
gender dan anak

3. Mengendalian laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan

keluarga kecil bahagia sejahtera

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga

rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin
dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna
memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-
masing misi.

Kondisi yang diinginkan ke depan adalah jawaban atas isu-isu
dan permasalahan pemberdayaan masyarakat perempuan dan
keluarga berencana yang terdapat di tengah masyarakat. Untuk

mendukung tercapainya Visi dan Misi dirumuskan ke dalam bentuk
yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran




Tabel 4.1.
Misi dan Tujuan

No Misi

Tujuan

1)

Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat pemerintahan

) an  dan desa dan kelurahan dalam pengelolaan pembangunan
pemerintahan 2) Meningkatikan kapasitas kelembagaan masrakat dan desa dan
desa/ partisipasi dalam pengelolaan pembangunan
sosial budaya dan 3) Menumbuhkan nilai-nilai budaya damal di masyarakat
4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan
S) Meningkatkan pemanfaatan TTG oleh masyarakat
6) Mengembangkan lkapasitas dan ketrampilan masyarakat desa
dalam kegiatan usaha ckonomi produktf
7) Mengembangkan jaringan usaha ekonomi masyarakat desa
2 Meningkatian 1) Terwujudnya kualitas hidup perempuan yang mandiri dan
kualitas hidup bertaqwa kepada Tuhan YME
Puﬂndun.:.gmm 2) Meningkatnya peran perempuan dalam kegiatan politik dan
serta pelayanan publik
scgala bentuk 3) Meningkatnya perlindungan bagi perempuan darl segala bentuk
kekerasan berbasia kekerasan berbasis gender
gender dan anak ) .
4) Terwujudnya kehidupan yang lebih sejahtera dan tidak
diskriminatif bagl anak
3. Mengendalian laju 1) Meningkatnya peran stakeholder dan masyarakat dalan Program
pertumbuhan Kependudukan dan Keluarga Berencana
penduduk dan
| ewujudican
| ll?elu arga kecil 2) Meningkatnya pelayanan keluarga berencana yang terintegrasi
| bahagia sejahtera dengan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya.
1
3) Menurunnya pasangan.usia subur yang tidek ingin anak tapi
belum menjadi peserta KB ( unmetneed ).
4) Tersedianya alat dan obat kontrasepsi bagi pra sejahtera dan
keluarga sejahtera 1 ( Pra S dan KS.1).
§) Meningkamya jumlah kelompolk bina keluarga balita (BKB)
6) Meningkatnya kualitas kelompok bina keluarga ( BKB, BKR, BKL
dan UPPKS)
7)

Meningkatnya cakupan dan kualitas data mikro keluarga dan
data hasil pencapaian program.

b. Sasaran

‘Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan

yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.




Tabel 4.2

Tujuan dengan Sasaran

No Tujuan Sasaran
1.

1) Meningkatian kapasitas dan | 1) Meningkatnya kapasitas dan
kemampuan aparat pemerintahan desa kemampuan aparat pemerintahan desa
dan kelurahan dalam pengelolaan dan kelurahan dalam pengelolaan
pembangunan pembangunan yung partisipatif

2) Meningkatian kapasitas leclembogaan | 2) Meningkatnya kapasitas Kkelembagaan
masrakat dan desa dan partisipasi masyarakat dan desa dolam mendorong
dalam pengelolann pembangunan peran  serta  masyarakat dalam

pengelolaan pembangunan

3) Menumbuhkan nilai-nilai budaya damai
di masyarakat 3) Meningkatnya kapasitasdan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan SDA dan

4) Meningkatkan peran serta masyarakat lingkungan serta pemanfaatan TTG oleh
dalam pengelolaan sumberdaya alam masyarakat
dan lnglkungan

4). Berkembangnya kegiatan usaha ekonomi

5) Meningkatkan pemanfaatan TTG oleh produktif masyarakat
masyarakat " o

ke

6) Mengembangkan kapnasitas dan 8) ﬁfr;ﬁ:,::tpy”mgm RS R
ketrampilan masyarakat desa dalam
kegiatan usaha ekonomi produktf

7) Mengembangkan jaringan usaha
ckonomi masyarakat desa

= 1) Terwujudnya kualitas hidup perempuan | 1) Meningkatnya peran perempuan dalam
yang mandirl dan bertaqwa kepada dunia kerja
h E
Tuhan YM 2) Meningkatnya kualitas pendidikan
2) Meningkatnya peran perempuan dalam perempuan
I blil
kegiatan politik dan pelayanan publilc 3" Meninghtaiyn Mmemguan

3) Meningkatnya perlindungan bagi berwirnusaha bagl perempuan
perempuan  darl  segala  bentuk .
kekerasan berbasis gender 4) Meningkatnya keterwakilan perempuan

S — dl lembaga legialatif
4) Terwuyjudnya kel
] sejahtera dan tidak diskriminatif bagi S)  Meningkatnya keterwakilan perempuan
o g di lembaga eksekutif
6) Menurunnya angka kekerasan berbasis
gender terhadap perempuan
7) Menurunnya jumlah kekerasan terhadap
anak
3 1) Meningkatnya peran stakeholder dan . 1) Bertambahnya jumlah rumah ;
t dalan Program sakit/rumah bersalin/klinik swasta yan
Kependudukan dan Keluarga Berencana melayani KB,

2) Moningkatnya pelayanan keluarga 2) Bertambahnya jumlah IMP (PPKED dan
berencana yang terintegrasi dengan Sub PPKBD) yang aktif melakanakan
pelayanan keschatan reproduksi lainnya. Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE)

KB.

3) Menurunnya pasangan usia subur yang
tidak ingin anak tapl belum menjadi 3) Bertambahnya jumlah Dokter Praktek
pesertn KB ( unmetneed ). Swasta (DPS) yang melayani KB, Jumlah

Bidan Praktek Swasta (BPS) yang

4) Tersedianya alat dan obat kontrasepai " melayani KB,
bagl sejahtera dan keluarga sejahtera
1 (PraSdanKS.1). 4) Bertambahnya median usia kawin

ert N

5) Meningkatnyn Jumlah kelompok bina PaESIIE i

keluarga balita ( BKB ). 5) Tersedianya alat dan obat kontrasepsi
b

6) Meningleatnya kualitas kelompok bina agi keluarga Pra Sejahtera dan XS.1.
keluarga ( BKB, BKR, BKL dan UPPKS, 6) Bertambahnya calupan anggota

kelompok Bina Keluarpa Balita (BKB)
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Ro Tujuan Sasaran
7) Meningkatnya cakupan dan kualitas data serta anggota BKB yang menjadi pescrta
1?3,“ keluarga dan data hasil . KB,
L 7) Bertambahnya kelompok BKB

petcontohan di setiap kecamatan.

g8) Bertambahnya cakupean anggota
] BKR dan kelompok BKR
percontohan.

9) Bertambahnya cakupan anggota
kelompok BKL dan kelompok BKR
percontohan.

10) Bertambahnya jumlah kelompok UPPKS
dan cakupan anggota UPPKS.

4.2 Strategi dan Kebijakan BAPERMASPKB

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan
penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi
persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro
dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan
rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai
tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan
dan program-prograrm.

Tabel 4.3
Tujuan Strategi dan Kebijakan

No Tujuan Strategi Kebijakan
1. 1) Meningkatian kapasitas dan | 1) Meningkatkan kapasitas | 1) Peningkatan sDM
AP Mpcat dan kemampuan aparat eparatur  pemerintah
pemerintahan  desa dan pemerintahan desa dan desa dan kelurat
kelurahan dalam kelurahan melalui
pengelolaan pembangunan pelatihan, kursus, bintek | 2) Peningkatan kapasitas
maupun dilklat teknis, kelembagaan
2) Meningkatkan kapasitas ) masyarakat dan desa
kelembagaan masrakat dan 2) Meningkatkan kapasitas dalam mendorong
desa dan partisipasi dalam kelembagaan masyarakut S oty 8
pengelolaan pembangunan d:;la . d:;: melalui dalam pembangunan
n,
3) Menumbuhkan  nilal-nilal P rsus, bintek

budaya demai di masyarakat

sumberdaya

engelolaan
P gan

alam dan

maupun pendampingan

3) Peningkatan  budaya

damai di masyarakat

‘ 3) Meningkatkan  budaya
4) Meningkatkan peran serta damai dimasyarakat | 4 Peningkatan kapasitas
masyarakat datam melalul nuulanan::y

masyarakat
pengelolaan SDA

dalam




No Tujuan Strategi Kebijakan

5) Meningkatkan pemanfaatan | 4) Meningkatian peran | 5) Peningkatan TG
TTG oleh masyarakat serta maayankntb dr:lnm untuk  kesjahteraan

lolaan sumberdaya masyarakat

6) Mengembangkan kapasitas p.lennmgc ndm ungkurlggn
dan ketrampilan masyarakat melalui bantuan stimulan 6) Pengembangan usaha
desa dalam kegiatan usaha ekomomi produktif
ekonomi produlct! 5) Meningkatikan o sl masyarakat dan desa

pemanfaatan TTG  ole

7) Mengembangkan  jaringan masyarakat melalui
;‘:‘h‘u ckonomi masyarakat | gogialisasi dan gelar TTO

6) Mengembangkan
kapasitas dan
ketrampilan = masyarakat
desa dalam kegiatan
usaha ckonomi produktf
melalui kegiatan
pelatihan  dan bantuan
stimulant  bagi usaha
ekonomi produltif
masyarakat

2.

1) Terwujudnya kualitas hidup | 1) Pengembangan 1) Pelatihan dan
perempuan yang mandir pendidikan politik bagl kaderisasi bagl
dan bertaqwa kepada Tuhan perempuan perempuan dalam
YME . partai politik

2) Peningkatan kompetensi

2) Meningkatnya peran bagi perempuan dalam 2) Pendidikan dan

perempuan dalam kegiatan pengembangan karir pelathan bagi
Uitk d blik alam
po A prlayenn 3) Pengembangan pelatihan mumpm&amﬂ

3) Meningkatnya perlindungan kerja bagi perempuan kompetensi
bagl perempuan darl segala
bentuk kekerasan berbasis 4) Penyuluhan penungnya | 3) pemberian kesempatan
gender pendidikan bagl kerja bagi perempuan

perempuan

4) Terwujudnya kehidupan , 4) Pembinaan pentin,
yang lebih sejahtera dan | 5 Pengembangan dildat ! an P l:‘};
tidak dislriminatif bagl anak ;:fr:\r::;s\:n bagl perempuan

S

6) fcmbmnan mnsza.rakat ) Em::mdaﬂg:;
entang perlindungan perempuan
perempuan

7) Pembinaan masyarakat 6) ;':ﬁi'uluhan per:.en:;:ﬁ
::nr:\lsng perlindungan perlindungan

perempuan
7) Penyuluhan tentang
perlindungan anak
3. | 1) Meningkatmya peran 1) Peningkatan kualitas dan | 1) Ekstensifikasl dan
stakeholder dan masyarakat kunantitas PIK KRR Intensifikkasi Advokasi
dalan Program dan KIE
Kependudukan dan Keluarga | 2) Peningkatan Akses dan
Berencana Kualitas Pelayanan KB 2) Peningkatan Jumlah
dan Kesehatan dan Kualitas
2) Meningkatnya pclayanan Reproduksi Infrastruktur di lini
keluarga berencana yang lapangan
terintegrasi i:mga;ﬂ 3) .'Peng\:katan KB metode
pelayanan keseha an| panjang (khusus 3) Pengembangan pola
reprodukal lainnya. MOW, MOP dan IUD) dan opﬂmuﬂnna?
Kemitroan
3) Me:urunqyl.“:ku;snn ua:; 4) Pembinaan dan
subur yang an Pemantapan Peserta KB 4) Pe b 1-
tap! belum menjadi peserta Aletif o s i
KB ( uwemm }. proy‘m dan
' B) Peningkatan Kemitraan, Pemberdayaan
ay
4) Tersedianyn alat dan obat Advolkasi, KIE, promosl Keluarga
e aere dan labaarga KB Nasionar oo
_ Nasional 5) Peningkataan kuantitas
sejahtera 1 (Pra 8 dan KS.1) dan kﬂlanm kelompok
Pemberdayaan

Keluarga




No Tujuan Strategi Kebijakan
5) Meningkatnya jumiah 6) Penajaman segmentasi 6) Pemetaan dan
kelompok bina keluarga (wilayah, sasaran percepatan
balita ( BKB ), Khalayak) penggarapan
6) Meningkatnya kualitas 7) Pemantapan 7) pelayanan KB di
kelompok bina keluarga ( infrastruktur Program KB daerah khusus
BKB, BKR, BKL dan UPPKS, lini lapangan
8) Peningkatan akses dan
7) Meningkatnya cakupan dan | 8) Pemantapan Program kualitas pelayanan
kualitas data mikro keluarga Ketahanan & program KB
dan data hasil pencapaian Pemberdayaan Keluarga
program
L
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BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat perempuan
dan keluarga Berencana tahun 2013-2018, dijabarkan dalam

kegiatan (sebagaimana terlampir) yang dilaksanakan melalui 21
program yaitu : '

1. Sekretariat
Tujuan program ini untuk melaksanakan tugas Badan
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan  Keluarga
Berencana. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

e Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan
umum yang meliputi kegiatan  surat menyurat,
penggandaan, perlengkapan rumah tangga, humas serta
pengelolaan aset;

e Melaksanakan urusan  keuangan, yang meliputi
penganggaran, penatausahaan dan mengkoordinasikan
proses pencarian keuangan dalam rangka pelaksanaan
program kegiatan;

« Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan
program, penyusunan anggaran tahunan, melaksanakan
evaluasi pelaksanaan kegiatan® dan melaksanakan
koordinasi pelaporan pelaksanaan program kegiatan.

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemantapan .
Kkelembagaan, kehidupan sosial budaya dan pengembangan
partisipasi serta keswadayaan masyarakat melalui kegiatan :

. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Pedesaan




Penyelenggardan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
Teknis dan Masyarakat

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat
Desa

3. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan

pengembangan usha ekonomi masyarakat melalui kegiatan :

Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman

Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik

desa
Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan
Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan perternakan

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan

menengah di perdesaan

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan

menengah di pedesaan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4, Program  peningkatan  partisipasi masyarakat dalam

membangun desa

Program ini bertujuan untuk meningkatnya

pemanfaatan sumber daya alam, berwawasan lingkungan
dan pendayagunaan teknologi tepat guna melalui kegiatan :

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Pelaksanaan musyawarah ;ﬁembangunan desa

Pemberian stimulan pembaggunan desa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan




5. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Program Ini bertujuan untuk meningkatkan

pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui
kegiatan :

* Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
Pembangunan kawasan perdesaan

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
pengelolaan keuangan desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
manajemen pemerintahan desa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan
6. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan
keberdayaan  perempuan di pedesaan dalam kegiatan
ekonomi produktif melalui kegiatan :

e Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha
ekonomi produktif

¢ Fasilitas Kegiatan PKK

e Pelatihan PKK

7. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan
penyediaan advokasi, fasilitasi dan mediasi pemberdayaan
perempuan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

e Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak




Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi
peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
Pengembangan mekanisme perlindungan bagi anak
dalam kondisi khusus, seperti bencana alam dan sosial;
Peningkatan upaya pencegahan perdagangan anak;

e Pemberdayaan anak melalui berbagai lomba kreatifitas.

8. Program Pﬁnguatan_ Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Program ini ditujukan untuk meningkatkan peran serta
anak dan perempuan dalam pembangunan. Kegiatan pokok
yang dilaksanakan antara lain :

e Penguatan sistem penanganan terpadu korban kekerasan
berbasis gender.

« Advokasi, pendampingan dan perlindungan bagi korban
kekerasan berbasis gender;

e Peningkatan kapasitas sensitif gender pada pelaksana,
perencana dan pengambilan keputusan kebijakan dan
program pembangunan;

e Peningkatan dan penyadaran tentang kesetaraan dan

keadilan gender.

9. Program Peningkatan Kkualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas
hidup perempuan dan generasi penerus termasuk pemmmpm,
peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain !

» Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari tindak
kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk usaha
pencegahan dan penanggulangannya.

+ Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi
peningkatan icualitas hidup dan perlindungan perempuan

gerta kesetaraan dan keadilan gender.



Peningk&t&n peran kelcmbagaan dan jaringan kclembagaan
Pemberdayaan perempuan.

Peningkatan upaya perlindungan perempuan termasuk
lansia dan cacat.

10. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan

Tujuan program ini untuk meningkatkan peranan
perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan
kesadaran dan kedilan gender. Kegiatan pokok yang dilakukan
antara lain:

¢ Melaksanakan perlindungan dan peningkatan harkat dan
martabat perempuan dan anak;

* Melaksanaan penyuluhan dan sosialisasi hak-hak
perempuan dan anak dalam usaha penanggulangan
kekerasan terhadap perempuan dan anak dan sosialisasi
pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam usaha
penanggulangan trafiking;

* Menyelenggarakan fasilitasi terhadap perempuan dan anak
korban tindak kekerasan;

* Menyelenggaraan koordinasi antar lembaga/organisasi dan
dunia usaha dalam rangka meningkatkan perlindungan

terhadap hak-hak perempuan dan anak.

11. Program Keluarga Berencana

Tujuan program ini untuk meningkatkan peran
stakeholder dan masyarakat dalam program kependudukan
dan keluarga berencana. Kegiatan pokok yang dilakukan

antara lain :

e Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bsi'gi
Keluarga Miskin

e Pelayanan KIE




Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
Promosi Pelayanan Khiba

Pembinaan Keluarga Berencana

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

.12. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
keluarga berencana yang terintegrasi dengan pelayanan
kesehatan reproduksi lainnya. Kegiatan pokok yang dilakukan
antara lain advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja - (KRR) serta memperkuat dukungan dan partisipasi
masyarakat

13. Program Pelayanan Kontrasepsi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan
alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga pra sejahtera ( Pra KS )
dan keluarga pra sejahtera ( KS I ). Kegiatan pokok yang
dilakukan antara lain:

e Pelayanan konseling

e Pelayanan permasangan kontrasepsi KB
e Pengadaan alat kontrasepsi

e Pelayanan KB medis operasi

14. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
Institusi Masyarakat Pedesaan/IMP ( PPKBD dan Sub PPKBD )
yang aktif melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi

' Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Kegiatan pokok
yang dilakukan antara lain Fasilitasi pembentukan kelompok
. masyarakat peduli KB




15.

16.

17.

18.

Pro ; |
gram promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui
kelompok kegiatan di masyarakat

Program ini bertujuan untuk menurunkan pasangan usia
subur (PUS) yang tidak ingin anak tetapi belum menjadi
peserta KB ( Unmet Need ). Kegiatan pokok yang dilakukan
antara lain Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui
kelompok kegiatan di masyarakat

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan
konseling KRR

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
dan kesadaran remaja dan PUS tentang Keluarga Berencan
(KB) dan Kesehatan Reproduksi. Kegiatan pokok yang
dilakukan antara lain Pendirian pusat pelayanan informasi dan
konseling KKR dan Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi
kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah.

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk
HIV/ AIDS

Program ini bertujuan meningkatkan pembinaan
Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak (KHIBA) dan
pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR). Kegiatan
pokok yang dilakukan antara lain Penyuluhan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan
dan pembinaan tumbuh kembang anak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah
dan kualitas BKB percontohan di setiap Kecamatan.

yang dilakukan antara lain Pengumpulan
gasuhan dan pembinaan tumbuh

kelompok
Kegiatan pokok
bahan informasi tentang pen
‘kembang anak




19.

20.

21.

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelompok
bina keluarga (BKB, BKR, BKL dan UPPKS ). Kegiatan pokok
yang dilakukan antara lain Pclatihan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga di kecamatan.

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-
PADU

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan
kualitas kelompok BKB yang terintegrasi. Kegiatan pokok yang
dilakukan antara lain Pengkajian pengembangan model
operasional BKB - Posyandu - PADU.

Program Peningkatan Daya J angkauan dan Kualitas Pelayanan
Tenaga Lini Lapangan KB

Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan dan
kualitas data mikro keluarga dan data hasil pencapaian
program. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain

Pengkajian pengembangan model operasional BKB - Posyandu
- PADU




—
*ii i
ill

3

i

i

i

i

i
i

o0 @ | m0e1 | ooy |moer| oy |mber | oy | men [ Goody | woes | o0 @ | el EiZunRLEIEEL Yo
u

I—

il |

O waRd 8102 unel L40Z ueey 9L0C Lwe L GHOZ ey &ALt ONnrdd oRd %;
oy SfRuD) SV TouRrIR] Exue) tep weibod wepde) ey el ISPV | esouny sougpuy | vesrun Bueng

i

2102 - €402 NNHVL
SYWANYE NLYJNGVH YNYONRI38 vOuV D NV NVNdARi3d LYAVHYASYN NYYAVRBENEd NVOVE
EE%E:&%ES.—% NYLVIODN WYHO0Ud YNVONSY



e | T b W
41 a wraz |
e
‘g
=P
i ey pgon wp
sVIREldve wpnz) n — wran - e
e SRR
D Uty =
==
A
Bid L] | e |
SWRiE4VE [0TLZ venqZl 0oy s o looves = =rqzi shppuedn)| weepikadicly | m
. J8}
“fuegecEy
i
oy
‘mgmy
‘grand Yy
pdes )
red
—~
“bedes
emeted
- oy
0 verq ’ -——— wsi00 g
SVIR3dva (001 vepq 71 | 1955 u gz} ezl |- eluegein)
z [ ® ] [} o [ " o [ [ | r
foo) @3 | 06es | (ooo) dy |mGen | (oop)dy | waer | (ooo) dy | iefiey ooty | waer | ooty | wemL uzueriziczuney| ¥
qewer v wp BERy
BnfGueuag | QNN 9P0Vd 2102 el 1107 W) 0z e 102 unyey P02 e L N Rd | vepayuedug| veEmpewey o
ods | Ay eleun) oy TEeUeTiiag EYUSR vep Weibold EpeuD| VeRde) ey elounl SPUON | epoupy cpmgpuy | vesun Oueng




{1
i3

L]

iu—ﬁsndn =gl =
rn‘ vemg

s wnq 5 .y ezl [T verq
ung

JarsIE g Z)| 195 Ry o jssaty |usmazi|io5 sy unng

8 o | =] & | # | & |3 o §
wie 0z Unye . [ZH0Z U,

foood 9y | wer | (oo cs [wler| foooddy [ ieder | looo) | wGey (oo dy | ddey | (000 %

ONIdY 9oad 9102 U] 2102 wnge] 9102 uye). SL0T uNey YHOZ UEL ONrdy) %oped
ey e{oup| [PUON

Y P{RuUD) ISPUTH WERUEPR EYREN) LBp wepde)

11

i Jﬂh
i -gii i




m

1] Joog‘0cz

2222222

1 | lood) & L

i, L
Heft i it

i

SL02 ey




il

|

fig Jie

233

bl I

L

iéi_,ﬂﬂs__

Legdum
000023 {oo0'sey ueyiupsy
Wid Vgl e 96D p )
meisay Yoduopnyjuep pryeieAssu| uep
e BusqueBued| vrBurquistueg| Higey |
: shiprgdupen wesficy] Bupmy 3
(razp)
[
Bunem 57
g.ﬁmhﬁaﬁa
Pone) pscny
medeng ].IIL
— s0g 27| veembtuephang| ¢
e =
{2 1P SIS d8
L
g Bodbuy|
RPN ek
efeusy N ep s
sunfued leq| efeve] vergRey|
. saoe umpeed|  UBD UBDIUAY|
ooveszr |z z o 12 y -
Z 8 - > :
1 wo) ueEBayue ol
oo} oy g | (oo} 'L o vep weseg
QN 9Py L 9402 R SLZ ey %ﬂ! wesnun
DIV Dt ISpuoH USEUEpLag YPUER) Uep uiBold EleuDl eRde) e s




M

|

i
ik

-——

£

1l T |

b 1R

s g5 L
DRIEL IR I PSRN N BN LR &

1
g!!ﬂiig

agEsn RRE.
.ﬂ:lr.l,“
weEfupe
il_
wesboud s g;.“
i r- g.‘s »t
] 9 s
k) a‘ - : wr. l“
. i m oy
onfnue’. 2| URERISRY
Whoupy s -1 ,I.__._-_.as_

L s



o) & | 8=y | (poo) oy [mBey| foop)dy | wler | foo) dy | wdey | (oo)dy | miey | (opo) dy | WOey 10z umeyZI0C el

O 9poped 210z oL £102 vney 9102 urwg] SI0Z gL PLOT o) O a spoad
00 BYRUDY FROUOH wEuepUay Bxfuessy vep weday vepde) [y epaLD) SEUON




esp uefusnay

=

il i)l

ik

_lal!!

Ejl n@z

-4l
|

[l

il




»

!

e

JIE

Bt phsnithiy

1

i |

ipog) &y | wliey

anr'dd spoved

X0V 9pRUD) FPUOH

g | vesrun buepg




i
i
jid

(RIOE | ood'sos'se ortrz s |oeoverw husx |oswez s | orees ey xiew
e
Did -
EI J-r. ?'ITM 5 3 rn 5 - - ——
Svime
~
E!n 000'006°8 r ] 9 Wy ol Im
00009 oor'vss oor'os wist o o'l i Is:
oy us
Did mbay jep
SYMi3IVE | 0000sz) i Ige A oL wttun: W1 ,E..IJ..!P
oy
Did ] i
SYres3qve | 000000 r-_du ) fooos wntbuag "u. a|xh
—
oo
wewp
Dl ﬁ . unjagwdus| B
svreiagva | ooooos  [10e  Jooo'se Joo'sz jooo'sz - a i : yodur wediile (]t
z 13 [ o 1 [ [} " 0 7] ) o [] [] — ] 8 $ '
{oo0) ¢y | 06y | (o00) 'y 1| (ooo)dy | wter | foo)dy | wiey | (ooad Oy 1 | fooo) 1 fiozunelzioz vl o)
qemer . -y woy TS st wnpy  [ON
Bunfbueuag | INNd9PORd o 2102 g 9107 wwe) 5402 Unyey Y107 ey oW %0Rd | emdnyueso| veyenyeusy oy
Odis | v elauDi s TeEUEpIa TN e W0 BpeUD] ERTE) ey whoupt SPUOY | houpt oy | vesun Bueng




1 | foo0)

1 )3

o0r00s _|%i00

i .

P07 UWE]



SYrRiEdve | 000000'F rﬁﬁﬁ: Fl._na__._.s wz |ooo0o9  [Soonz |o000ss g |oososs ﬂ?ﬁkgﬁ

s fost oo Josi lss  foooos  foss  Jeows:  Jost oo
oovosr |2 h
Y] ® M
{poo) &y | el | (ooo) du wie; | o)ty | woer | fooo) d | whe {oop) ¢ | ey | oo}t wliey  fo10Z W) (2402 uwe)
o G 8407 umeL 1102 oy 940z e S102 unyey PIOE 2L QNrdn 900V
oy ejeup) SPUO

il

2y SuDi [SIPVOH EUeUa] TR 1P uepde)




sﬁ‘“\

g T ——

P e

005y

(o00) 9y

1 [0z umel iz

anrdy PaRd

i

iy efouni PO




@ !-all

(oo0) ‘¢

1 | ool

1 | Goo0)

90T ungE]

SIO7 Ve

¥LOZ UmEL

ey tep wedon ey erde)




2 ® 8l ] L o [ "
foon)dy | mbey | (oon) dy [wBer| (o) dy | eer | looddy | wefmy | foooi d | ey fo00) 'y | efimy fei0z unye) [Z10Z UL
O woed 910 el 10T ey 910z i) SIOZ Unuey POE UmEL a__...._._aa:.._._s.
Y R (P UeeLepURd EXEUSR)] UEp Wesbaid verede) .

Rl

![a

Ml




- ey
—
usdngs

4 4 5l [ o ! " £ [ o [ L 9 $ r
.sattisﬁ.ellgétle&&}un&&lupg& wlm) o0 unel (2102 UNE. no)  [vembmietay

u vep poy mestg veEsES uenin
anrdy e0GRd 2102 el 110 oy 9H0Z uE) Slzowe] - MOz ey O ARd | embnjweidoy | UERULAY o
Y D PRI SeEvETag EYARENT] Wep Welloi] EpeD] EEe) ey ehoun) BPUl | ehoupy Jaepu | vesrun Bueng




i
-
1
§
I
]

e L )

sh i

g ¥iOT UL onrdd spoRd
O woved 102 el L1307 oy 9102 unwe] 107 U] .

0ny eiuD) 5Py TeeuEpsag EYUE) UEp LRy Epaup| eRde)

i




{1

Tz L oLz wnE) SLE WNEL

eI PRIy UEp WEitoid EpeuD VERdE)




T
L
:
Ui
8
.

£ [ [

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ

piey | ooty | whmi fei0zumerzi0z L

i -

o el G107 UL iz L ONf ki PP0RRd
ey e SN




%Efﬂsﬂ r.l gﬁiﬁﬁrﬁ
7w | ®] & | & ]| o | » wn| o | o o | & | ®

o)ty | w6e: | (ooaddy [wier| Goo)dy | wher | fooo)dy | efen | fooo)dy | Gy (ooo) du | wimy joy0z unyel Z10Z Unel

O epoved 8102 uneL Loz ey 9102 unge) Gl ey ¥I0C Ume) Nl 990
aﬁnl!nn_s. _!iisolglﬁg n!;le_uﬂ_s__




F

000’059 joz
L] 24

fooa) ¢y | wdel

Onirdd epoved
Rpyy epauD] ISPV

2107 oWEL 9L0Z unweL

eRURpRg EXUER)) LEp LB




"

hLip
IS‘.“

i

llE

! "5 at

—
{ M
SYmaJva joovsZ joowes  Jost rl r rl ‘FFII\\IFIT =
e el e [w]| B | w8 1 w w | e } 0 ey = _F.3 ’ .
oady | PomL . :ﬁ%sﬁ 3._ o -
v =p 1 -
@ oRd : ol b Bt . fl
Ty Epound PO TR BV tep Lol SaD] RdE) pwee o e




Buequeey
wp
Riunduou wp
ooy
Nk d.84
oy
g
5 {taxa)
Ouped | LD
P wyopoand| Surns, g
i STgemy| jsTnopA
ﬁ uep 3o v wedngo
iz ooo'os s 0o0'0s L] |ooo‘os s 000'08 g 3 B shupqueed
Sl
(mne) Ezﬁ
\ep Bwey snd
ewar u=fueydbueved
ﬁgﬁgﬁg§§.§§§.§§9_. wpdmogy)  vewnkagly| il B
, -say,
— vep saiv| yossuwey| g viewsy
-y AlH yreoamn, ¥d
Yog 'ny SN oy wd yodwori| A ynssmmy)
‘e SAd Qe o
|
ﬂaﬁ&mgﬁhgﬁ.iﬁ_ﬁs_&rﬂ_ﬁgﬁ. wumpupen fes | | ssowonowns
e 1we] & [®] o [#| & [w] 8 la i ¥ [ 1 9 ]
o) 2d | waer | (oo dy |wBer| Gop)dy | wdel (o0t | oy | Goood dy | wler | (000 %y wley weifrguner| w0 [etoyuedog
v wp "
oy epopad B102 UL 102 R 910z une) SH0Z UnE) ¥i0Z ungeL oIS  |embeyueog] veyneug wh R
oy wpsupi SPUoy RREpag BYoueey uep weslol (0] ey ehouni FSPUO) | wpoup xomqpun | vesrun Bueng




3 %0000t 3

[ ]
el
-p e
ondagy 4
PROW- PO,
e ke s [rs s | iomvomuenumtomquetuns] stiorss
000053 r rﬂ— Jooo'ok _
Deaq]
e
R
e el
or oy |ooo’es jor rﬂ r | 4
n £l 11 s r 3 t
1 {ooo) 9y eesg
" e pox RRS venjny
eeuepuad EYiueRy Lep wedoy eeu) Lepde)




L] 8
1| ooty | moes | ool | wtey
QNrc 99O -

1 foioz umge) 2102wy
810z Umel e el
iy EfeuDi S

SLOT unye |

107 Umey

[ L]
TEEURpI EYUE) tep Lol K.

i |




e

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Kunei

Bidang Urusan SKPD Kandial Awnl Target Capalan Setinp Tahun

NO /indikator

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

| ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib

11 Pemberdayaan Perompuan dan Perlindungan Anak

Persentase BAPER 38,49% 36,79% 35.68% 34,64% 33.62% 32,68% 31,76%
partisipasi MAS
1 perempuan di PKB
lembagn
pemerintah

Pekerja 7.760 7.651 7.600 7.550 7.500 7.450 7.400
perempuan di
lembaga
pemerintah

Jumlah pekerja 20,162 20,796 21,296 21.796 22,296 22,796 223,296
perempuan

Partisipast BAPER 61,51% 62,68% 64,03% 65,32% 66,54% 67.71% 68,84%

Pekerja 12,402 13,036 13.636 14,236 14,836 15.436 16,036

puan di
lembaga awasta

Jumlah pekerja 20.162 20.796 21.290 21.796 22,296 22,796 23.296
perempuan

Rontrious! BAPER 38,78% 35,39% 35,80% 35,90% 36,00% 28,10% 36,20%
perempuan dalam MAS
3 pekerjaan upahan PRE
disektor non
pertanian

Jumiah Perampuan 12.229 12.580 13.003 |° 13.129 13.346 13.563 13.782

Jumiah pekerja d! 94,182 38.873 36.073 38,573 3r.073 37.873 38.073




Reslo slswa
perempuan
terhadap siswa laki.
laki pada
pendidikan dasar

BAPER
Pxe

92,54%

92,60%

92.65%

02,75%

92,80%

92,88%

Jumiah slswa
perempusn pads
sekolah dasar

119.355

120.622

121.893

123.179

124.478

126.790

127.118

Jumiah siswa laki
lakl pada sekolah
daser

12897

130.261

131.563

132,879

134,208

135.550

136.905

Resio siswa
perempuan
tarhadap siswa laki-

86.24%

86.30%

96,35%

96,40%

96,45%

96,50%

96,55%

26,894

27.246

27.532

27.822

28,118

28.411

28.710

Jumian siewa laki-
laki pada

n
menengah

27.738

28,203

28.578

28.862

20.150

29,442

20.738

Rasio KDRT

BAPER

0,008%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Jumlah KDRT

128

73

120

110

100

100

100

443,191

Jumlah Rumah
Tangga

428.191

438.191

439.191

440.191

441,191

442,191

Persentase
perempuan di
lembaga legisiatif

BAPER
PKB

17,78%

17,78%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

33,33%

Jumlah anggota
legislatif
perempunn

15

15

15

15

Jumiah anggota
legislatil

45

45

45

45

45

45

45

Rasio kekerassan
terhadap anak

355

0,009%

0,006%

0,010%

0,011%

0,013%

0,013%

0,014%

Jumlah
kekerasan
terhadap anak

49

32

60

G5

70

75

80

Jumlah anak

544,763

545.263

545,763

546.263

546,763

547.263

547.763

kekerasan yang
mendapatkan
penanganin
uan oleh
petugas terlatih
di dalam unit
pelayanan
terpadu

355

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%




Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
Inyanan
kesehatan oleh
tenaga
kesehatan
terlatih di
Puskeamas
mampu
Tatalaksana
KtP/A dan PPT/
PKT di RS

BAPER
MAS
PKB

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan

layanan
Rehabilitasi
noalal yang
diberikan oleh
petugas
rehabllitasi
sosial terlatih
bagl perempuan
dan anak korban
kekornaan di
dalam unit
pelayanan
terpadu

:

64.28%

66%

68%

T0%

T2%

74%

75%

Cakupan
layanan
bimbingan
rohani yang
diberikan oleh
petugas
bimbingan
rohanl terlatih
bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan di
dalam unit
pelayanan
terpadu

355

64.28%

66%

70%

Ti%

T4%

75%

10

Cakupan

penegakan
hukum darl
tingkat
penyidikan
sampal dengan
putusan

ilan alas
kasus- kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan

353

76%

BO%

80%

80%

80%

B0%

80%

11

Cakupan
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
layanan bantuan
hukum

7

80%

T6%

76%

T76%

76%

T6%

12

Cakupan
layanan
pemulangan bagl
puaon dan
anak korban
kekerasan

BAPER
PKB

50%

24,13%

40%

50%

50%

50%

13

Cakupan
layanan
reintegrael sosial
bagi perempuan
dz anak korban
kekernsan

BAPER
PKB

50%

24,13%

40%

70%

80%

12

Urusan Keluargs

Berencana dan Keluargs Bejahtera




Rata-rata jum|
anak per -
keluarga

355

2,31

2,28

2,20 2,18

2,16

2,14

2,12

Jumlah Analk

1.086.035

1,061,028

1.039.500 | 1.040.600

996.450

Jumlah Keluarga

470.153

471.968

472,500 | 473.500

473.000

474,000

474.500

Cakupan peserta,
KB aktil

353

73.81%

73.81%

73.00% 73,00%

74,00%

74,00%

74,00%

Jumlah Peserta
Program KB Alkuf

223.374

228.160

230.000 | 235.000

240.000

245.000

250.000

Jumlah

Pasangan Usia
Subur (PUS)

308.399

309.118

315.068 | 321918

331.081

331.081

337.838

Keluarga Pra
Sejahtera dan
Keluarga
Sejahtera |

355

43,30%

43,13%

42,3™ 40,1T%

35,80%

33,71%

Jumlah Keluarga
Pra Sejahtera
dan Keluarga
Sejahtera [

203,596

203.562

200.000 190.000

180.000

170.000

160.000

Jumlah Keluarga

470.153

471.968

472.500 | 473.500

473.000

474.000

474.500 |

Persentase
Jumilah peserta
KB baru

H

Jumlah peserta
KB baru

61.712

65.000 70.000

75.000

85.000

Jumlah
Pasangan Usia
Subur (PUS)

308.399

309.118

315.068 | 221918

331.081

331.081

337.838

Unmeemeed KB

BAPER
PKB

1217%

12.14%

1

11.74% 11.18%

10.573%

10.26%

9.4T%

Pus Bukan
Peserta KB (Ingin
Anak Ditunda &
Tidak Ingin Anak
Lagi)

a7.520

37,520

|

37.000 36.000

|

|

34.000

Pasangan Usia
Subur

308.399

309 118

315.068 l 321918

331.081

331.081

337.838

Persentase Drop
Out [DO) KB

BAPER
MAS

58.04%

55.26%

50% 40%

30%

2%

10%

Jumlah DO

129.646

126.081

115.000 |  94.000

72.000

49.000

25.000

Jumlah Peoerta
KB

223.374

228,160

230.000 | 235,000

240.000

245.000

250.000

Persentase
peserta KB
Mandiri yang
tergabung dalam
UPPKS ()

BAPER

86,22%

85,70%

92% 9a%

4%

95%

95%

Peserta KB
Mandiri yang
tergabung dalam
UPPKS

16.305

8.485

9.000 9.500

10.000

10.500

11.000

Jumiah anggota
UPPKS

21.498

22.744

23.500 24,000

24,500

25.000

25.500

Rasio PPKBD
dengan
Desa/Kelurahan

(orang)

100%

100%

100%




———
Jumilah PPKRD

BRI

31

a1

n

s

Jumlah Desa

Cakupan PUS

331

m

i

i

m

RR))

kRD)

10

dongan Istri uaia
dibawah 20
tahun (%)

PUS dengan lutr

1]

1,23%

1,20%

1L11%

1,00%

0,06%

0,90%

0,86%

usia diba
e wah 20

1™

3.700

3.497

3315

3.178

2979

2.908

Jumilah PUs

200.118

315.068

2918

331.081

337.838

11

Cakupan
anggota Bina
Keluarga Balita
(BKB) ber-KB

255

80,6

82,41

80,59

80,75

81,00

81,9

82,28

12

Ratio Ponyuluh
KB di setiap 2

{dua) desn/
kelurahan

353

2.75%

2.75%

2.55%

2.45%

2.36%

2.28%

Jumlah Desa

a3l

an

R

331

120

120

125

130

140

145

14

1%

0%

0%

30%

0%

0%

15

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rata-rata

kot dan Desa

kelompok binaan
Lembaga
Pemberdayaan
Maayarakat
(LPM)

36,81

36,94

37,07

37.20

37.33

37,46

37.59

Jumlah
kelompok binaan
LPM

12.183

12.228

12.271

12.314

12.3587

12.400

12,443

Jumlah LFPM

3

LK)

1

a3

331

kED

s

Rata-rata jumiah
kelompok binaan
PKK

BAPER

113,60

115,86

118.13

120,39

122,66

124,92

127,19

Jumlah
Kelompok
Binaan PKK

37.600

38.350

39.100

39,850

40.600

41,350

42,100

Jumlah PKK

33

331

KK}

3l

kL)

LPM Berprestasi

BAPER
PKB

0,9083

0,2021

0,0042

0,6042

0,8042

0,003

0,9063

Jumlah LPM
Berprostasi




Jumlah LPM

m

331

a3l

a3l

aal1

a3l

331

o] ]

PKK Akuir

68,19

68,29

68,39

68,48

68,57

69,99

70,28

Juminh PKK
Aketif

25.639

26.189

26.739

27.289

27.839

28.939

29.589

Jumlah PKK

37.600

30.350

39.100

40.600

41.380

42.100

Poayandu Akuf

100

100

100

Jumlah
Poayandu Aktl

2.499

2514

2.529

2.544

2.859

2.574

2.589

Total Poayandu

2.499

2.514

2.529

2,544

2.574

2589

Swadayn
Masyarakat
terhadap
Program
pemberdayaan
masyarakat

880,000

928.000

1.000.000

1.142,000

1.428.000

1.571.000

Jumlah Swadaya
Masyarajat
Mendulung
Program
Pemberdayaan
Masynrakat

6.500,000

7.000,000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

Total Program
Pemberdayaan

Masyarakat

Pemeliharnan
Pasca Program
Pemberdayaan
Masyarakat

355

60%

60%

60%

100%

100%

100%

Program
Pemberdayaan
Masynrakat
yang
dikembangkan
dan dipelihara
masyarnkat

Total Pasca

Program
Pemnberdayaan
Masyarakat




BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas
merupakan dokumen perencanaan yang akan digunakan :

a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
b. Acuan bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan

¢. Dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan dan lima
tahunan.

Dengan demikian perencanaan stategis ini nantinya tidak
lagi sekedar sebagai dokumen administrasi, tetapi secara substansi
merupakan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh
pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Banyumas dalam
mewujudkan Visi dan Misi yang ingin di capai.




